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P E N E T A P A N

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan

antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir: Taliwang, 15 September 1980, agama Islam,

pendidikan  terakhir  Strata  II/S-2,  pekerjaan  Dosen  di

Universitas  Cordova,  beralamat  di  ,  Kabupaten  Sumbawa

Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  tempat  tanggal  lahir:  Taliwang,  08  Januari  1982, agama  Islam,

pendidikan  terakhir  SLTA/Sederajat,  pekerjaan  Pengacara,

beralamat  di  ,  Kabupaten  Sumbawa  Barat,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal

yang  sama  dengan  register  perkara  Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Tlg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  14  Agustus

2019  Penggugat  dan  Tergugat  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat

oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan  Sumbawa,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah

tertanggal 14 Agustus 2019;  
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2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

Penggugat  yang  beralamat  di  ,  Kabupaten  Sumbawa  Barat  dan  sudah

dikaruniai 1 (satu) orang anak 

3. Bahwa sejak akhir 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran secara

terus menerus disebabkan karena;

a. Tergugat yang sering bermain judi hingga menggadai semua harta

milik Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat sangat dirugikan;

b. Tergugat  yang  pernah  melakukan  kekerasan  dalam  rumah

tangga;

c. Tergugat yang pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita

idaman lain yang bernama Ida;

d. Tergugat  yang  mempunyai  sifat  temperamental  dan  egois,

Penggugat  tidak  pernah  diberikan  untuk  berpendapat  apabila  ada

selisih faham yang terjadi;

4. Bahwa puncak  keretakan  hubungan  rumah tangga  antara  Penggugat

dan  Tergugat  terjadi  pada  14  Oktober  2024  yang  dimana  Penggugat

dimintai  oleh  Tergugat  untuk  menggadai  motor  milik  Penggugat  untuk

membayar hutang Tergugat yang dimana hutang tersebut tidak diketahui

oleh Penggugat,  Tergugat  secara menerus mendesak Penggugat  hingga

memukul muka Penggugat sampai lebam, melihat tidak adanya perubahan

sikap dari Tergugat dikarenakan Tergugat sudah berulang kali melakukan

hal  yang sama hingga membuat Penggugat  memutuskan untuk bercerai

namun keduanya masih satu rumah dikarenakan Tergugat menolak untuk

keluar dari rumah;

1. Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah

melakukan upaya perdamaian 

1. alasan  bagi  Penggugat  untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan

untuk  itu  Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama Taliwang

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
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2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim  untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi  sebagai

berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)

terhadap  Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang

lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir  di  persidangan, meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut

tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di  persidangan, maka upaya

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa,  Hakim telah  berupaya mendamaikan dengan cara menasihati

Penggugat  agar  kembali  rukun  dalam  membina  rumah  tangganya  dengan

Tergugat  dan  atas  saran  dari  Hakim  Penggugat  menyatakan  mencabut

gugatannya;

Bahwa, karena  Penggugat  telah  mencabut  gugatannya,  maka  proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini  dianggap telah  termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim

terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  kewenangan  Pengadilan  Agama

Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang,  bahwa perkara yang diajukan Penggugat  pada pokoknya

adalah gugatan perceraian,  berdasarkan ketentuan Pasal  49 huruf  a berikut

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah  untuk  hadir  di

persidangan,  disebakan  relaas  panggilan  tidak  sampai/tidak  diterima  oleh

Tergugat;

Menimbang,  meskipun  Tergugat  tidak  hadir  namun  Hakim  tetap

berupaya  mendamaikan  dengan  cara  menasihati  Penggugat  agar  kembali

rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan atas saran dari

Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat  telah  mencabut  gugatannya,

maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak

perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak

melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab jinawab, terlebih Tergugat

tidak hadir di persidangan oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut

gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  pencabutan  gugatan  oleh

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah

proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini

harus diperhitungkan;
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku dan dalil hukum syar’i yang berkaitan dengan  perkara

ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara 313/Pdt.G/2024/PA.Tlg dicabut;

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  04  Jumadil  Awal  1446  Hijriah  oleh  Masning

Fatimatul Azdiyah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang,

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Muhamad Asim, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhamad Asim, S.H.
Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan : Rp 20.000,00
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c. Redaksi : Rp 10.000,00
d. Pencabutan perkara : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 34.000,00
4. Meterai : Rp        10  .000,  00  

J u m l a h : Rp 214.000,00
(dua ratus empat belas ribu rupiah);
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